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ABSTRAK

Era new normal adalah rencana pemerintah dalam mempercepat penanganan
kasus covid-19 yaitu dengan menuju kenormalan baru. Hak pekerja seharusnya
memiliki derajat yang sama serta pemerintah memiliki kewajiban dalam
menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyanya tanpa diskriminatif
dan juga memiliki cara penyelesaian dalam menangani PHK di masa pandemi
sekarang tanggung jawab pemerintah juga diharuskan ada setiap PHK yang
terjadi di Indonesai Dalam aspek ketenagakerjaan pemerintah telah melakukan
upaya dalam menekankan rencana untuk menyelesaikan persoalan PHK di masa
new normal dengan mempertimbangkan studi epistimologi dan pengaturan
dengan hukum yang berlaku yang berasaskan Undang-Undang Tahun 1945
yang berisikan. “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusinan”, Untnk memperjelas pembahasan dan
permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini maka rumusan masalah yang
dibakas sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam
mengatasi permasalshan PHK di masa new normal ini 2. Apa yang menjadi
faktor penghambat negara dalam penyelesaian permasalahan PHK di masa new
normal Penelitian ini merupaksn jenis penelitian Normatif, menggunakan
pendekatan perundang-undangan(starute approack) dan analisis kasus(case
approach), menggunakan sumber bahan hukum berupa perundang-undangan,
buku, jurnal, serta menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini adalah 1. Tanggung jawab negara dalam mengatasi
permasalahan PHK dimasa new normal sudah diterapkan semaksimal mungkin
oleh pemerintah berupa program prakerja,bantuan sosial serta program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan 2.Pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi
faktor penghambat dalam penyelesaian PHK di masa new normal ini

Kata Kunci: Ketenagakerjaan,PHK, New Normal
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ABSTRACT

The new normal era is the govemnment's plan in discussing the handling of
COVID-19 cases, namely by moving towards a new normal. Workers' rights
should have the same degree and the government must provide decent work for
all its people, it is discriminatory and also has a solution in dealing with layoffs
during the current pandemic, the government's responsibility is also required for
every layoff that occurs in Indonesia. make efforts in planning to solve the
problem of layoffs in the new normal period by considering epistemological
studies and regulations with applicable law based on the 1945 Constitution which
contains. "Every citizen has the right to work and a decent living for humanity."
For the discussion and problems studied in this study, the formulation of the
problems discussed is as follows: 1. What is the form of state responsibility in
overcoming the problem of layoffs in this new normal 2. What are the inhibiting
factors for the state in the problem of layoffs in the new normal This research is
a type of normative research, using a statute approach and case analysis, using
legal sources in the form of laws, books, journals, and using deductive methods
in concluding. The results of this study are 1. The responsibility of the state in
overcoming the problem of layoffs in the new normal may be implemented as
much as possible by the government in the form of pre-employment programs,
social assistance, and Job Loss Guarantee programs 2. The government must
make efforts to overcome the inhibiting factors in layoffs in this new period
normal

Keywords: Employment, Layoffs, New Normal
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dalam alenia ke empat
menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”. Hal
tersebut merupakan amanat daripada konstitusi yang mempresentasikan tujuan
rakyat Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum.

Setiap warga negara dijamin oleh negara mengenai pekerjaan dan
penghidupan seperti yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut menyatakan tentang perlindungan
serta hak warga Negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang

pokok kehidupan, dengan ukuran kriterianya adalah layak untuk kemanusiaan.

! Republik Indonesia,Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945.



pasal ini adalah hal yang penting daripada keberkelangsungan hidup serta
kehidupan warga negara yang layak sebagaimana hal tersebut merupakan
tanggung jawab negara atas warga negaranya. Kata “berhak atas” memiliki makna
sesorang berhak memiliki haknya yang sudah tersedia. Kata “berhak atas
pekerjaan” menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pekerjaan tanpa perlu mencarinya serta mendapatkan penghasilan yang layak,
dikarenakan Pekerjaan tersebut seharusnya telah disediakan / disiapkan oleh
negara dalam hal ini oleh pegawai pemerintahan. Dijelaskan pula didalam
Undang-Undang bahwa mewujudkan pemerataan kesempatan Kkerja dan
penyediaan tenaga kerja yang sejalan dengan kepentingan pembangunan nasional
serta daerah dipresentasikan didalam pasal 4 huruf a dan b Undang-Undang No.
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut?:
Pasal 4
(a)”’Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu
kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan Kkerja
seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan
dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat
berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun
dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.”
(b)’Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar
kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh
pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan
tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di
seluruh sector dan daerah.”
Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 5 menyatakan bahwa tiap orang

memiliki kesempatan pekerjaan hak serta kewajibannya yang adil. Pasal 5 yang

menyatakan “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama

2 Republik Indonesia,Pasal 4 Undang-undang No.13  Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.



untukmemperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan
jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan
kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan,termasuk perlakuan yang sama
terhadap para penyandang cacat”.

Berbicara mengenai ketenagakerjaan dalam perkembangannya dalam
penyelenggaraan diwajibkan untuk memenuhi hak-hak serta perlindungan yang
mendasar bagi tenaga kerja serta pekerja atau buruh dan pada saat yang
bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia
usaha®. Menyangkut dengan Hak dan Kewajiban, adapun yang menjadi kewajiban
bagi pengusaha dalam pemutusan hubungan kerja yang kemudian disebut PHK
seperti yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 Keputusan Mentri
Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep -150 / Men / 2000 Tentang
Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.yang menjelaskan
sebagai berikut*:

Pasal 21

“Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan ijin pemutusan

hubungan kerja maka dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha

untuk memberikan kepada pekerja yang bersangkutan uang pesangon
dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau ganti kerugian.”

Pasal 24

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

® Suci flambonita,Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan D Bidang
Ketenagakerjaan dimuat pada jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya,
Volume 24,Nomor.1,2013, him 4400.

* Republik Indonesia,Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor: Kep -150 / Men / 2000
Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.



a. Ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil dan
belum gugur;

b. Ganti kerugian untuk istirahat panjang bilamana di perusahaan
yang bersangkutan berlaku peraturan istirahat panjang dan pekerja
belum mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa
kerja pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat
mengambil istirahat panjang;

c. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke
tempat dimana pekerja diterima bekerja.

d. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan
sebesar 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangon dan
atau uang penghargaan masa kerjanya telah memenuhi syarat
untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja;

e. Hal -hal lain yang ditetapkan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat.”
Mencermati ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang
baru saja disahkan ditahun 2020, Undang-Undang ini mengubah,
menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.Didalam Undang-Undang Cipta Kerja diterangkan
salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam pengupahan
pekerja yang layak,sebagai berikut®:

Pasal 88

(1)Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi

® Republik Indonesia,Pasal 88 Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6673.



kemanusiaan.

(2)Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai
salah satu wupaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dewasa ini, pekerjaan adalah suatu hal penting dalam keberlangsungan
kehidupan, pekerjaan merupakan satu hal yang diwajibkan dalam kehidupan,
yang mana itu dilaksanakan demi keberlangsungan pribadi maupun keluarga
yang di nafkahi, oleh karena itu pekerja maupun pengusaha menghindari
Pemutusan hubungan kerja yaitu pengakhiran hubungan Kkerja, yang dapat
disebabkan karena suatu hal yang menyebabkan berakhirnya hak serta kewajiban
antara pekerja dan pengusaha. Semestinya tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja
namun nyatanya tetap terjadi di Indonesia, sebagaimana sebanyak 2,8 juta
pekerja yang terdampak langsung akibat Pandemi Covid-19. Permasalahan
hukum dalam penelitian ini merupakan bagaimana bentuk tanggung jawab
daripada pemerintah mengenai para pekerja yang di PHK pada masa new
normal, saat ini pemerintah berupaya dalam menanganinya yang berbentuk
pemberian terhadap pekerja yang di PHK oleh karena itu dalam hal ini dapat
dibuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan pencegahan
secara keseluruhan.®

Hal tersebut di merupakan akibat daripada terjadinya Corona virus disease
2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 yang menyebar diseluruh dunia termasuk
di Indonesia, akibat dari terjadinya Covid-19 tersebut adalah PHK yang terjadi

secara masal. Penyakit Covid-19 merupakan wabah penyakit yang menjangkit

® Umar kasim,Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja dimuat pada Jurnal
Informasi Hukum, Volume 2, Nomor 26,2004, him. 26.



seluruh negara pada akhir tahun 2019 hingga saat ini. Sehingga mengakibatkan
Indonesia masuk dalam status bencana nasional, Bencana dapat diartikan sebagai
suatu kejadian luar biasa yang disebabkan orang tidak mampu memenuhi
prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya atau dengan kata lain
disebut sebagai force majeure’. Mahfud MD menyatakan bahwa force majeure
tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan atas pembatalan kontrak akan tetapi
memang dapt dijadikan permulaan untuk negosiasi dalam proses membatalkan
atau mengubah substansi kontrak.?

Covid-19 dapat digolongkan sebagai virus ribonucleic acid (RNA)
dengan kandungan alpha, beta, gamma, dan delta genera. Penyebaran Covid-19
diyakini dimulai dari Wuhan, Tiongkok yang dinyatakan oleh Pusat Pengendalian
dan Pencegahan Penyakit Tiongkok (CDC)°. Pandemi Covid-19 yang bermula
sejak awal tahun telah berdampak pada bidang perekonomian. Sektor-sektor
bisnis, khususnya pariwisata serta manufaktur yang paling terdampak.
Konsekuensinya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau
dirumahkannya pekerja untuk sementara waktu. Lapangan pekerjaan yang saat ini
yang ada di Indonesia semakin hari semakin sedikit akibat wabah Covid-19.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, dapat
ditemukan 2,8 juta pekerja yang terdampak langsung akibat Covid-19. Angka
tersebut terdiri atas 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK.

Selain itu, dapat ditemukan 282 pekerja dalam sector informal yang

"Arie Exchell, Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemik dimuat
pada Jurnal Education and Development,Volume 8,2020,Nomor 3, him 310.
8 -
Ibid.
%Vicko Taniady,dkk,PHK dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan
Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indoesia,dimuat pada Jurnal Yustisiabel Fakultas
HukumVolume 4 Nomor 2,2020, him 99.



mengakibatkan perkembangan usahanya terganggu®.

Pada tahun 2020, dunia dilanda pandemi Covid-19, termasuk negara Kita
Indonesia, pandemi tersebut mengakibatkan mata pencaharian berkurang
dikarenakan banyak orang di PHK, saat penjualan sepi pembeli, dan lainnya,
menyebabkan banyaknya pegawai yang dirumahkan, selain untuk para pekerja
yang mengalami kerugian, negara kita turut menghadapi kerugian yang mendalam
akibat pandemi ini. Menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat wabah
virus corona mencapai US$9 triliun sepanjang 2020-2021 Covid-19 menjadi
perhatian khusus bangsa Indoneesia dikarenakan permasalahan yang kian muncul,
Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak bagi
Perekonomian Indonesia.'! Dipicunya dengan ekonomi dunia yang sangat parah
dikarenakan terbatasnya mobilitas manusia akibat wabah tersebut. Akibatnya, arus
pendapatan perusahaan cenderung menurun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pada dasarnya, hak pekerja seharusnya
memiliki derajat yang sama serta pemerintah memiliki kewajiban dalam
menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyanya tanpa diskriminatif dan
juga memiliki cara penyelesaian dalam menangani PHK di masa pandemi
sekarang,tanggung jawab pemerintah juga diharuskan ada setiap PHK yang terjadi
di Indonesai .Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang menjadi
fokus penelitian saya vyaitu terkait “TANGGUNG JAWAB DALAM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERSOALAN PEMUTUSAN

HUBUNGAN KERJA DI MASA NEW NORMAL”.

Aria.W.Yudhistira.https://katadata.co.id/ari.ayudhistira/infografik/5e9a66d0e897f/waba
h-phk-akibat-covid-19. Diakses.17 November,2020.

1 Sjlva Hanoatubun, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, dimuat pada
Jurnal EduPsyCouns, Volume Il Nomor 1,2020.him 148.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam mengatasi permasalahan
PHK di masa new normal ini ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat negara dalam penyelesaian

permasalahan PHK di masa new normal?

C.Tujuan Penelitian
1.Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab negara dalam
mengatasi permasalahan PHK di masa new normal.
2.Untuk Mengkaji dan mengetahui faktor-faktor penghambat negara dalam
penyelesaian masalah PHK di masa new normal.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu
sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum
Ketenagakerjaan khususnya di bidang Hukum Administrasi
negara.
b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan atau referensi untuk
penelitian berikutnya
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi
Pemerintah kota Palembang dan Disnakertrans provinsi

Palembang



E.Ruang Lingkup Penelitian
Untuk memperjelas pembahasan atas permasalahan yang dianalisis
pada penelitian ini maka ruang lingkupnya diperkecil sehingga hanya
terfokus pada tanggung jawab negara dalam lingkup dalam hal ini adalah
pemerintah Kota Palembang, sebagai pengemban dan perumus kebijakan.
Dengan menggunakan beberapa teori yang akan peneliti gunakan pada
penelitian ini seperti teori tanggung jawab negara, teori kewenangan, dan
teori negara ke kesejahteraan
F.Kerangka Teori
Untuk mencari dan menemukan konsep pemikiran dari rumusan
masalah yang dibahas maka tidak bisa dilepskan dari teori-teori yang
saling berhubungan.
1.Teori Tanggung jawab Negara
Menurut yang diterangkan Hans Kelsen pada teorinya tentang
tanggung jawab hukum, ia menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung
jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul
tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas
suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”'?> Hans Kelsen
kemudian lebih lanjut merumuskan mengenai tanggung jawab yang terdiri
dari:*®

1.Pertanggungjawaban individu yakni individu yang bertanggung jawab

12 Hans Kelsen (a) ,sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of
lawand State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar - Dasar Ilmu Hukum Normatif
Sebagai llmu  Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, 2008, him. 81.

BHans Kelsen (b),sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutagien, Teori Hukum Murni
Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, him. 140.
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atas pelanggaran yang diperbuat sendiri;

2.Pertanggungjawaban kolektif yaknni bahwa individu bertanggung jawab
atas suatu pelanggaran yang diperbuat oleh individu lain;

3.Pertanggungjawaban atas kesalahan yakni bahwa individu bertanggung
jawab atas pelanggaran yang diperbuat karena sengaja serta
diperkirakan bertujuan untuk menghasilkan kerugian;

4.Pertanggungjawaban mutlak yakni berarti bahwa individu bertanggung
jawab atas pelanggaran yang diperbuat atas dasar tidak sengaja serta
tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam terminologi hukum dapat dimaknai sebagai
liability dan  responsibility, istilah  liability menunjuk pada
pertanggungjawaban hukum yakni tanggung gugat yang timbul dari
kesalahan yang diperbuat subjek hukum, sedangkan istilah responsibility
merujuk kepada suatu pertanggungjawaban politik.** Dalam hal teori
tanggung jawab negara lebih ditekankan pada tanggung jawab dalam
artian lahirnya suatu kewajiban negara hingga teori tanggungjawab
dimaknai sebagai responsibility Dalam penyelenggaraan suatu negara serta
pemerintahan, pertanggungjawaban tersebut melekat kepada jabatan yang
juga telah dilekati dengan kewenangan, pada perspektif hukum publik,
suatu kewenangan inilah yang melahirkan adanya pertanggungjawaban,
sesuai  dengan  prinsip  umum; “geenbevegdedheid  zonder
verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la

sulthota bila mas-uliyat ”(tak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

¥ HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
him. 337.
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2.Teori Kewenangan

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A.
Waskito, terminologi kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan
kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Terminologi
kewenangan tidak bisa disamakan dengan terminologi urusan karena
kewenangan bisa dimaknai sebagai hak dan kewajiban demi menjalankan
satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan,
pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) terhadap suatu objek
tertentu yang ditangani oleh Pemerintahan.*

Menurut Philipus M. Hadjon cara mendapatkan kewenangan
terdapat dua macam yang paling utama, yakni atribusi serta delegasi
sedangkan mandat terkadang di gunakan. Adapun konsep dari pada ketiga
cara ini yakni:'®

1.  Atribusi adalah kewenangan untuk membentuk keputusan (besluit)
yang bersumber dari Undang-Undang dengan artian materil dengan
kata lain atribusi bersumber dari suatu pembagian kekuasaan oleh
peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya dilaksanakan
sendiri oleh pejabat maupun badan yang termaktub dalam peraturan
induknya;

2. Delegasi Kewenangan, delegasi bersumber dari pelimpahan pada
suatu organ pemerintahan pada organ lainnya dengan didasarkan

peraturan perundang-undangan;

1> Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum, Bogor Ghalia
Indonesia., 2007, him. 95.

16 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia, Yogyakatra:
Gajah Mada Press, 2005, him. 91.



12

3. Mandat Kewenangan, mandat merupakan suatu kewenangan yang
berbentuk proses maupun prosedur pelimpahan dari pejabat atau

badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Terminologi  kewenangan dan wewenang dalam Hukum
Administrasi Negara memiliki perbedaan perspektif dari beberapa literatur
yang ada, secara konseptual terminologi kewenangan seringkali disebut
authority, gezag atau yurisdiksi kemudian terminologi wewenang disebut
dengan competence atau bevoegdheid. Menurut Atmosudirdjo antara
kewenangan (authority, gezag) dan wewenang (competence, bevoegheid)
perlu dibedakan, walaupun pada praktiknya tidak selalu dirasakan perlu
perbedaanya. Kewenangan memiliki  kedudukan penting dalam
penyelenggaraan roda pemerintahan, dimana pada kewenangan terkandung
hak dan kewajiban pada suatu hubungan hukum publik.

Kajian Hukum Administrasi Negara, sumber wewenang bagi
pemerintah dalam pelaksanaan proses pemerintahan amatlah penting, hal
tersebut disebabkan karena pada penggunaan wewenang yang dimaksud
selalu berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum, dalam pelimpahan
kewenangan pada setiap organ atau pejabat pemerintahan tertentu tidak
dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban yang ditimbulkan. Dalam hal
atribusi, penerima wewenang bisa menciptakan wewenang baru atau
memperluas wewenang yang telah ada dengan tanggung jawab intern dan
ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya terdapat

pada penerima wewenang (atributaris).
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3.Teori Negara Kesejahteraan(Welfare State)

Teori negara hukum Kkesejahteraan dipergunakan untuk
menganalisis rumusan masalah pertama yang memiliki korelasi peran
negara dalam menciptakan suatu kesejahteraan  masyarakatnya
sebagaimana yang dianut Indonesia.'’” Negara dalam seluruh tindakannya
seyogyanya didasarkan pada ketentuan hukum. Negara yang dalam
konteks ini umumnya disebut sebagai negara hukum. Pada perkembangan
pemikiran mengenai negara hukum, dapat ditemui dua kelompok negara
hukum, yaitu negara hukum formal serta negara hukum materiil. Negara
hukum materiil dapat dikenal juga dengan istilah Welfare state atau negara
kesejahteraan.

Negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua
bentuk resiko tersebut harus diberikan perhatian untuk diatasi. Alasannya
adalah karena resiko fundamental cenderung bersifat makro kolektif serta
dirasakan oleh seluruh maupun sebagian besar masyarakat, sama halnya
dengan resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yakni resiko yang
bersifat cenderung kepada makro individual, sehingga dampaknya hanya
dirasakan oleh perseorangan maupun unit usaha'®

Dengan demikian, pada dasarnya negara kesejahteraan dapat
digambarkan kedudukannya sebagai pengaruh daripada hasrat manusia
yang menginginkan adanya suatu rasa aman, ketentraman, serta

kesejahteraan agar tidak jatuh pada rasa kesengsaraan. Alasan tersebut bisa

7 Suci  Flambonita,Hukum Ketenagakerjaan,Cetakan |.Media Nusa Creative ,Malang,
2020, him 46

'8 Sentanoe Kertonegoro, Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cetakan 11 .
Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, him 7.
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digambarkan sebagai motor penggerak serta tujuan manusia demi
senantiasa menciptakan berbagai cara dalam mencapai kesejahteraan
dalam kehidupan. Sehingga saat keinginan tersebut telah dijamin pada
konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara
diharuskan mengupayakan keinginan tersebut. Dalam hal ini, negara
termasuk dalam proses sebagai negara kesejahteraan.
4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki makna keefektifan  pengaruh efek
keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Mengenai keefektifan
hukum tentu tidak dapat lepas dari penganalisisan atas karakteristik dua
variabel terkait yakni karakteristik serta dimensi dari obyek sasaran yang
dipergunakan.®
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :?°
1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang merumuskan maupun

menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

berdasarkan atas karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

67.

19 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana,Citra Aditya,Bandung, 2013, him.

20 Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, him. 8.
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Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka sebagai
permulaan Kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu
dipahami atau tidak dipahami serta ditaati atau tidak ditaati. Apabila suatu
aturan hukum dipahami dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang
menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut
berjalan secara efektif.

Kesadaran hukum serta ketaatan hukum adalah dua hal yang sangat
menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau
aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan
hukum, dan efektivitas perundang-undangan merupakan tiga unsur yang
berhubungan satu sama lain. Seringkali orang menyamakan antara
kesadaran hukum serta ketaatan hukum, padahal kedua hal tersebut
meskipun sangat erat berhubungan, namun tidak berarti persis sama.
Kedua unsur tersebut memang menentukan efektif atau tidaknya
pelaksanaan perundang-undangan pada suatu masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di
atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan
oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang),
Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta

dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).
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G.Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian terhadap
hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping adanya penelitian
hukum empiris atau sosiologis yang meneliti data primer).? Jenis
penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
Normatif. Dalam penelitian hukum dapat ditemui dua jenis penelitian
yakni penelitian hukum normatif serta penelitian hukum empiris. Jenis
penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk
menganalisis kualitas daripada norma hukum itu sendiri, hingga kerap kali

penelitian hukum normatif terklasifikasi sebagai penelitian kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengkaji Undang-Undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu
hukum yang dibahas®>. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan perundang — undangan (statute
approach) serta analisis kasus karena yang dianalisis adalah
perkembangan kasus terkini serta regulasi hukum yang menjadi fokus
sekaligus tema utama suatu penelitian dan konseptual yakni mengkaji

pandangan — pandangan doktrin hukum yang ada dan berkembang dalam

2! Soerjono Soekanto dan Sri Mamuiji,Penelitian Hukum Normatif Suatu TinjauanSingkat,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, him. 13-14.

*’peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Revisi, Cetakan ke X111, Kencana, Jakarta,
2017,hlm, 133.
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ilmu hukum.?
3. Jenis dan Sumber bahan Hukum

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,
pada penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer
adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya
mempunyai otoritas. Bahan hukum primer merupakan bahan
hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja,serrta peraturan pemerintah yang mengatur
dengan segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder
Data sekunder Pada penelitian hukum normatif yang akan
dipergunakan penulis mencakup publikasi tentang hukum yang
tidak dikategorikan sebagai dokumen resmi®*. Bahan pustaka
merupakan data dasar yang tergolong sebagai data sekunder, yakni
data-data yang ada dengan keadaan siap terbuat, bentuknya dan

isinya telah disusun peneliti-peneliti sebelumnya, dan bias

2 Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ketiga,
Malang: Bayu media Publishing, 2007, him. 300.

4 Johhny Ibahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan
Keempat, Banyumedia, Jakarta, 2008, him. 9.
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didapatkan tanpa terikat waktu dan tempat®® Bahan hukum yang
memperjelas mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku
hukum, karya ilmiah, jurnal ilmiah, bahan internet, majalah, Koran,
artikel, pendapat dari kalangan ahli hukum (doktrin hukum) yang
berhubungan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan
hukum lainnya.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberi petunjuk atas bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder yang dikenal dengan istilah bahan
acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, contohnya
kamus umum serta kamus hukum sepanjang memuat informasi
yang berhubungan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan bahan Hukum

Dalam penelitian ini, yang akan dianalisis adalah Bahan hukum
primer. Oleh karena itu kegiatan utama yang dilakukan dalam
penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum primer
merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan
mengkaji, menelaah serta mengolah literatur, peraturan
perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan diteliti dan studi kepustakaan
yang diperolen melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku,
dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada

penelitian ini dipergunakan satu metode pengumpulan bahan

% Soerjono Soekanto PengantarPenelitian Hukum,Jakarta:Universitas Indonesia, 2014,
him. 37.
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yakni Studi Kepustakaan Data primer yang didapatkan melalui
penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan
seperti  Undang-Undang, literatur, buku- buku lain yang
berhubungan dengan substansi penelitian yang dibahas.
5. Analisis bahan Hukum

Metode analisis data yang relevan dalam hal ini peneliti
menggunakan  analisis  data  deskriptif-kualitatif ~ yakni
mengemukakan data serta informasi dimaksud kemudian
dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai
temuan atas hasil penelitian. Deskriptif adalah penelitian non
hipotesis hingga dalam proses penelitiannya tidak perlu
dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif merupakan penelitian
terhadap norma-norma hukum yang didapatkan dari peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma hukum
yang berkembang di masyarakat®®, sedangkan yang dimaksud
analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor
merupakan metode yang digunakan demi menganalisis data
dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata serta digunakan
untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan
maupun tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati®’

Menurut defenisi Sunarto Deskriptif kualitatif merupakan

penelitian yang bertujuan menggambarkan seerta memaknai

% Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development
(R&D),Alfabeta CV, Bandung, 2009, him. 225.

" Lexi J. Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosyda Karya, Bandung, Rosyda
Karya 1991, him. 4.
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kondisi atau hubungan yang ada, berlangsung, dan akibat yang
tengah terjadi maupun kecendrungan yang tengah berkembang.?®
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan yang
digunakan oleh peneliti teknik yang dipergunakan pada analisis
data penelitian ini berupa metode deduktif yaitu Penulisan
deduktif yakni penarikan suatu kesimpulan bermula dari
penjelasan secara umum mengenai kebenaran yang diketahui serta
diakhiri dan disimpulkan secara khusus®. Merupakan proses
pendekatan yang berawal dari kebenaran yang cenderung umum
atas suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran
tersebut atas suatu fenomena maupun data tertentu yang
mempunyai karakteristik yang sama dengan fenomena yang
bersangkutan, dengan menggunakan kaidah logika tertentu.®
Dalam suatu penelitian normatif, metode deduktif diawali dengan

analisa terhadap pasal-pasal pada suatu peraturan.

%8 Sunarto ,Metode Penelitian Deskriptif, Surabaya: Usaha Nasional, 1990, him. 47.
»Bambang Sunggono,Metodelogi Penelitan Hukum,Rajawali Pers,Jakarta, 2010, him. 10.
%0 Syarifudin Anwar, Metode Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003, him. 40.
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